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ABSTRAK

Hukum Islam merupakan salah satu sumber dan norma hukum dalam
pembaharuan hukum di Indonesia. Dalam arti kata hukum Islam memiliki kedudukan
yang sama sebagai sumber norma dalam upaya pembentukan hukum Nasional.
Salahsatu hukum Islam yang sampai ini masih berlaku yaitu hukum waris yang
tercantum di dalam KHI. Akan tetapi Hukum waris yang berlaku di Indonesia pada
saat ini masih bersifat pluralistk, artinya bermacam sistem hukum waris yang berlaku
bersama-sama. Hal ini terbukti dengan masih berlakunya Hukum Waris Adat,
Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris BW. Hukum Waris ini berdampingan
mengatur hal waris bagi para subjek hukum yang tunduk pada masing-masing sistem
hukum tersebut, di samping itu khusus dalam bidang hukum adat juga masth
menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan pengaturan hukum waris, hal tersebut
sangat erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat
Indonesia, yaitu sistem patrilineal, matrilineal dan bilateral atau parental. Prinsip-
prinsip kekeluargaan sangatlah berpengaruh, terutama terhadap penetapan ahli waris
maupun dalam hal penetapan bagian harta peninggalan yang akan diwarisi.

Dusun Gandu merupakan salahsatu dacrah vyang terletak di Desa
Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, sccara Geografis merupakan
bagian dari masyarakat Jawa dengan kultur yang sama. Akan tetapi memiliki
subkultur yang membedakannya dengan masyarakat Jawa pada umumnya karena
memiliki tradisi keislaman yang kuat . Kendati demikian karena tradisi kejawen
masih melekat pada masyarakat Gandu, begitu juga pelaksanaan hukum adatnya
masih berlaku sampai saat ini, salahsatunya tentang hukum waris. Karena dalam
membagi warisan masyarakat Gandu lebih mengedepankan asas musyawarah untuk
mufakat dengan mengutamakan perdamaian. Dengan adanya asas tersebut maka
perbandingan antara bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan tergantung dari
hasil musyawarah.Bagaimana sikap masyarakat Gandu terhadap Hukum Waris Islam
dan bagaimana apabila ditinjau dari Hukum Islam. Karena kalau dilihat dari data
penduduk mayoritas penduduk Gandu beragama Islam.

Mengingat kajian, ini adalah kajian peristiwa, maka pendekatan yang
digunakan adalah normatif, yaitu pendekatan yang digunakan' untuk mengetahui
alasan masyarakat Gandu tidak banyak yang melaksanakan pembagian menurut
Hukum Waris Islam, apa sebabnya, dan apakah diperbolehkan oleh Hukum Islam.
Disamping ita juga digunakan pendekatan jantropologi yaitu pendekatan yang
memperhatikan adat dan budaya masyarakat yang berlaku di wilayah tersebut.
Tujuannya untuk mengetahui secara langsung bagaimanakah pelaksanaan pembagian
warisan pada masyarakat Gandu dan nantinya ditinjau dari hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, maka terungkaplah, bahwa pembagian warisan
di Dusun Gandu tidak sesuai dengan hukum waris Islam. karena masyarakat Gandn
beranggapan hukum waris Islam terlalu rumit dan sistematis. Mereka lebih
menginginkan yang praktis-praktis saja, sederhana, cepat dan mudah serta tidak
berbelit-belit. Kemudian yang paling penting dikemudian harinya tidak menimbulkan
permasalahan yang mengakibatkan permusuhan.
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« Kedua pahlawan dalam kehidupanku; Bapak dan Ibu yang senantiasa
berjuang untuk kebahagiaan dan kesuksesan putra-putrinya.

Balasan apa yang dapat ananda berikan ! berkat ketulusan hati dan

doamulah ananda bisa menyelesaikan studi ini.

. Kakak dan adik-adikku yang selalu mengundang suasana ramai di
keluarga, dan selalu mengundang rasa kerinduan di dalam dada.
Semoga kalian senantiasa optimis menatap masa depan dan jangan

kecewakan orangtua ya...

« Sahabat-sahabat sejatiku, yang dengan rasa kebersamaan ini
menjadikan hidupku terasa semakin berarti.

Semoga tali persahabatan kita tetap erat selamanya dan tak
akan lekang oleh jarak dan tak akan aus oleh wakftu.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah |

Syari’at Islam merupakan hukum Allah. Sebagai hukum Allah, ia
menuntut kepatuhan dari umat islam untuk melaksanakannya sebagai
kelanjutan dari keimanannya terhadap Allah SWT. Keimanan akan wujud
Allah menuntut kepercayaan akan segala sifat, kodrat dan iradat Allah. Aturan
Allah tentang tingkah laku itu sendiri merupakan satu bentuk dari iradat Allah
dan oleh karena itu maka kepatuhan menjalankan perintah Allah merupakan
perwujudan dari iman kepada Allah.

Syari’at Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia,
baik untuk mewujudkan kebahagian di atas bumi ini, maupun untuk mencapai
kebahagian di akhirat kelak. Di antara hukum tersebut ada yang tidak
mengandung sanksi, yang ada hanyalah tuntunan untuk patuh. Sebagian yang
lain justru mengandung sanksi yang dirasakan di dunia ini layaknya sanksi
hukum pada umumnya. Namun, adapula sanksi yang tidak dirasakan di dunia
ini tapi akan ditimpakan di akhirat kelak dalam bentuk dosa dan balasan atas
dosa tersebut.

Segi kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat kejadiannya sebagat
manusia. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup terdapat dua naluri yang

juga terdapat pada makhluk hidup lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan

hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup. Untuk terpenuhinya dua naluri



tersebut Allah menciptakan dalam diri setiap manusia dua nafsu, yaitu: nafsu
makan dan nafsu syahwat. Nafsu makan berpotensi untuk memenuhi naluri
mempertahankan hidup dan karena itu setiap manusia memeriukan sesuatu
yang dapat dimakannya. Dari sinilah muncul kecenderungan manusia untuk
mendapatkan dan memiliki harta. Nafsu syahwat berpotensi untuk memenuhi
naluri melanjutkan kehidupan dan untuk itu setiap manusia memetlukan lawan
jenis untuk menyalurkan nafsu syahwatnya itu. Sebagai makhluk berakal
manusia memerlukan sesuatu untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan
daya akalnya itu. Sebagai makhluk beragama manusia memerlukan sesuatu
untuk mempertahankan dan menyempurnakan agamanya itu.

Telah jelas bahwa nafsu yang ada di dalam diri manusia merupakan
sunatullah, namun selain itu juga Allah menerangkan bahwa nafsu itu sendiri
cenderung ke arah keburukan. Nafsu yang tidak dikontrol dan dikendalikan
dapat menimbulkan pertuinpahan darah, sebagdimana yang dirisaukan oleh
para malaikat. Maka, untuk tujuan itulah sebagai aturan bernama hukum yang

ditetapkan Allah. Sebagainiana Allah berfirman:
“"'A“\'S‘UABM\ J}b\.‘ﬂ\ juﬁw.“ );W‘uﬁ &\}.@&M A de\,i} U'l.)

odis A 5 Lol B e ell5T B A P
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Segi  kehidupan manusia vang diatur Allah tersebut dapat
dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama: Hal-hal yang berkaitan
dengan hubungan lahir manusia dengan Allah penciptanya. Aturan tentang hal
ini disebut ‘hukum ibadat”. Tujuannya untuk menjaga hubungan antara Allah
dengan hamba-Nya yang disebut hablu min Allah. Kedua: Berkaitan dengan
manusia dan alam sekitarnya. Aturan tentang hal ini disebut “hukum
muamalat”. Tujuannya untuk menjaga hubungan antara manusia dan alamnya
atau yang disebut hablu min an-nas. Kedua hubungan ini harus tetap
terpelihara agar manusia terlepas dari kehinaan, kemiskinan, dan kemarahan
Allah.

Di antara aturan_yang mengatur hubungan sesama manusia yang
ditetapkan Allah adalah tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang
timbul sebagai akibat dari suatu kematian, Harta yang ditinggal oleh seseorang
yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak
menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaunana  cara mendapatkamnya.3
Maka untuk itu di dalam Islam juga mengatur tentadg hukum kewarisan.

Hukum 'kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam
dimana saja di dunia ini. Akan tetapi corak serta kebudayaan masyarakat suatu
negara dapat mempengaruhi terhadap hukumi kewarisan itu sendiri.

Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, karena hukum kewarisan yang berlaku

z yisuf (12) : 53

3 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995),
him. 1-5
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di Indonesia tidak hanya hukum kewarisan Islam saja akan tetapi beraneka

ragam yang pada gatis besarnya terdiri dari tiga macam antara lain:

1 Hukum waris yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Perdata
(KUHPer/BW), Buku ke 11, Bab XII s/d XVIII dari pasal 830 sampai
dengan pasal 1130.

7 Hukum waris yang terdapat dalam Hukum Adat, yaitu dalam bagian
hukum waris adat.

3 Hukum waris yang terdapat dalam hukum waris Islam. Yang sering
disebut Figh Mawaris atau Ilmu Faraid.!

Dalam bagian hukum Waris Adat, terdapat juga berbagai macam
ketentuan hukum waris yang tidak seragam. Hal ini antara lain disebabkan
oleh adanya perbedaan sifat kekeluargaan yang berlaku di Indonesia, yang
dapat dimasukkan ke dalam beberapa golongan, yaitu Sifat Keibuan
(Matrilineal), sifat Kebapakan (Patrelinial), dan sifat kebapak-ibuan
(Parental).

Daerah-daerah di Indonesia yang kekeluargaannya bersifat kebapakan,
yaitu di Tanah gayo, Batak, Ambon, -Papua, dan Bali. Adapun di daerah
Minangkabau merupakan daerah satu-satunya yang kekeluargaanya bersifat

keibuan. Sebagian besar yang paling merata adalah kekeluargaan yang bersifat

* Suparman Usman, IkhtisarHukum Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, (Jakarta; Darul Ulum Press, 1993), him. 16-17



kebapak-ibuan misalnya Jawa, Madura, Lampung, Riau, Aceh, Sumatera
Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok.”

Dusun Gandu merupakan salahsatu daerah yang tedetak di Desa
Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. Secara Geografis
merupakan bagian dari masyarakat Jawa dengan kultur yang sama. Akan
tetapi memiliki subkultur yang membedakannya dengan masyarakat Jawa
pada umumnya. Apalagi kalau diingat bahwa masyarakat Gandu memiliki
tradisi ke-Islaman yang cukup kuat karena di daerah tersebut juga berdiri
sebuah Pondok Pesantren yang berpengaruh dan mempunyal peranan penting
dalam islamisasi, dipimpin oleh oleh seorang Kyai bernama K.H. Raden
Hisyam Syafe’i yang cukup disegani. Kendati demikian karena tradisi
kejawen masih melekat pada masyarakat Gandu, begitu juga pelaksanaan
hukum adatnya masih berlaku sampai saat ini.

Sebagaimana diketahui bahwa interaksi Islam dan budaya Jawa
memang mempunyai karakteristik tersendiri. Karena faktor tersebut kemudian
ternyata melahirkan tiga bentuk keislaman yang tipologinya berbeda dan
kadang saling memancing konflik - satu- sama, lain.. Adapun_tiga bentuk
keislaman tersebut antara lain: islam santri, abangan, dan priyayi.

Suku-suku bangsa Indonesia, khususnya suku Jawa sebelum
kedatangan Islam dan Hinduisme telah hidup teratur dengan animisme-
dinamisme sebagai akar religiolitas, dan hukum adat sebagai pranata sosial

mereka. Adanya warisan hukum adat menunjukkan bahwa nenek moyang

5 Oemarsalim, Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1987),
him. 6-7



suku bangsa Indonesia asli telah hidup teratur di bawah pemerintahan atau
kepala adat, walaupun masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Religi
animisme-dinamisme yang menjadi akar budaya Jawa asli Indonesia —
khususitya masyarakat Jawa — cukup memiliki daya tahan yang kuat terhadap
pengaruh—pengaruh kebudayaan yang telah berkembang maju. Keadaan i
memancing teori kekenyalan dan ketegaran kebudayaan asli pribumi
Indonesia.® Prof RM. Sutjipto Wirjosuparto mengatakan sebagai berikut:

Sesungguhnya kebudayaan Indonesia (asli) menjalin hubungan dengan
kebudayaan-kebudayaan lain vang kebanyakannya dipandang telah
mengalami perkembangan yang lebih tinggi misalnya kebudayaan
Hindu, Islam dan Barat — yang mengakibatkan termodifikasinya
kebudayaan Indonesia di dalam proses yang memungkinkannya
mempertahankan karakter kelndonesiaannya, bahkan dalam hubungan
dengan kebudayaan asing itu pola kelndonesiaannya tetap sama,
lantaran unsur-unsur asing itu terserap dalam pola kelndonesiaannya.
Elastis sifat kebudayaan Indonesialah yang mampu mempertahankan

ciri kelndonesiaannya.

Bahkan kesimpulan yang lebih menarik lagi oleh JW.M Bakker,
beliau menyimpulkan “Walaupun sebagian besar orang Indonesia mengaku
beragama. Islam, namun sikap keagamaan sehari-hari mereka hayati, dijiwai
dalam batinnya oleh agama ashi «Indonesia  yang Jkaya raya isinya, yang
dipelihara dengan khusuk; yang tidak mau dirombak oleh agama asing”.8

Sama halnya 'dengan masyarakat Gandu yang notabene beragama

Islam, akan tetapi tidak semua ajaran agama Islam mereka terapkan dalam

40

6 Simuh, Islam dan Pergumulan Budaya Jawa, cet. ke-1 (Jakarta: Teraju, 2003), him. 39-

7 R.M. Sutjipto Witjosuparto, Agama Asli Indonesia, (Jakarta: Teraju, 1980), him. 1

8 JW.M Bakker, 4 Short Cultural History of Indonesia, Alih Bahasa: Simub,

(Yogyakarta: Liberty, 1976), htm. 217



kehidupan sehari-hari, karena kebudayaan nenek moyang terdahulu masih
melekat pada diri mereka, karena hal demikian sudah menjadi tradisi torun
temurun. Salah satu contohnya adalah dalam hal pembagian warisan.

Di masyarakat Gandu pelaksanaan pembagian warisan menggunakan
asas musyawarah dengan kerukunan atas dasar keikhlasan yaitu pembagian
harta warisan yang didasarkan atas asas rembugan sesama ahli waris guna
mencapai kemufakatan di antara mereka. Rembugan itu didasari atas rasa
ikhlas untuk memperoleh bagian masing-masing. Inti pokok dari asas nt
adalah adanya kerelaan dari ahli waris yang ada untuk memberikan bagian
yang sesuai dengan “cchendak” dari ahli waris. Kalau ada ahli waris yang
secara ekonomi berkecukupan, sementara ahli waris yang lain ada yang
miskin, maka dengan kerelaan ahli waris yang berkecukupan merelakan untuk
mendapatkan harta yang lebih sedikit atau bahkan rela tidak mendapat harta
warisan sama sekali. Dengan demikian prinsip yang berlaku yaitu Pertama
merelakan seluruh bagian yang mestinya didapatkan oleh seorang ahli waris,
yang kemudian untuk ditambahkan kepada bagian ahli waris-ahli waris yang
lebih membutuhkan, Kedua merelakan sebagian dari bagian harta warisannya
untuk dikurangi dan kemudian ditambahkan kepada' beberapa’ ahli waris atau
kepada satu ahli waris yang lebih membutuhKan.

Selain itu juga sebagian masyarakat juga ada yang menggunakan asas
Segendong  Sepikul. Istilah segendong sepikul erat dengan kebiasaan
masyarakat (Jawa) apabila membawa beban atau barang. Untuk kaum wanita

biasanya membawa barang dengan menggendong, sedangkan kaum laki-laki



membawanya dengan memikul di atas bahu. Isi dari gendongan dan pikulan
lebih banyak pikulan. Hal ini karena di samping dilihat dari wadah
gendongannya lebih kecil dan hanya satu, sedangkan pikulan lebih besar dan
bebannya cukup berat dibandingkan dengan satu wadah gendongan, maka
yang pertama dibebankan kepada laki-laki dan yang kedua dibebankan kepada
perempuan.

Apabila dikaitkan dengan kewarisan, pengertian segendong sepikul
mengarah kepada besar kecilnya yang harus didapat oleh laki-laki dan
perempuan, dan menunjukkan bagian laki-laki lebih banyak dibandingkan
dengan bagian perempuan. Kalau dikaitkan dengan hak untuk memperoleh
warisan, berarti laki-laki dan perempuan sama memperoleh warisan, hanya
saja porsi yang diterima berbeda. Laki-laki mendapatkan bagian sepikul (lebih
banyak) sedangkan percmpuan mendapat bagian segendong (lebih sedikit).
Karena itu prinsip segendong sepikul juga mengandung suatu pengakuan
terhadap besarnya tanggung jawab laki-laki dibandingkan dengan perempuan,
sehingga meskipun antara keduanya sama-sama memperoleh hak mewarisi,
tetapi mendapatkan bagian ;yang berbeda sesuai dengan sifat fitrah dan
tanggung jawabnya masing-masing.

Asas segedong sepikul ini hampir sama halnya dengan asas yang
digunakan dalam hukum waris Islam, yaitu asas persamaan hak dan perbedaan
bagian. Hukum Waris Islam tidak membedakan hak untuk mendapatkan
warisan antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak yang masih kecil

dan mereka yang sudah dewasa. Semuanya sama-sama memiliki hak untuk



mendapatkan warisan, yang membedakan hanya terletak pada bagian yang
akan didapatkan ahli waris. Hal ini disesuaikan dengan perbedaan proporsi
beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Laki-laki
mendapatkan bagian yang lebih besar daripada perempuan. Sebab laki-laki
memikul kewajiban ganda yaitu terhadap dirinya sendiri dan terhadap
keluarganya termasuk didalamnya perempuan.9

Selain itu juga banyak permasalahan-permasalahan  yang belum
penyusun ketahui. Maka dari itu penyusun berinisiatif untuk mengeksplorasi
lebih spesifik lagi tentang kewarisan yang ada di Dusun Gandu, baik
bagaimana dan kapan pelaksanaan pembagian warisan terjadi? Siapa pewaris

dan ahli waris yang berhak menerima warisan dan berapa bagiannya?

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka
pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:
1. Kapan pelaksanaan pembagian warisan terjadi, siapa pewaris dan ahli
waris serta berapa bagiannya pada masyarakat Gandu.
2. Apakah persamaan dan perbedaan”’ mengenai pelaksanaan pembagian
warisan, pewaris, ahli waris dan bagiannya antara Hukum Adat Gandu

dengan Hukum Islam.

9 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia FEksistensi dan
Adaptabilitas, cet ke-2 (Yogyakarta: Ekonosta, 2005), him. 18-19
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C. Tujuan dan Kegunaan
Adanya pokok masalah di atas, maka tujuan yang dicapai dalam
penelitian ini:

1. Untuk menjelaskan kapan terjadi pembagian warisan, siapa pewaris dan
ahli warisnya serta berapa bagian yang diterima di masyarakat Gandu.

7 Untuk menjelaskan Persamaan dan perbedaan pelaksanaan pambagian
warisan, pewaris, ahli waris dan bagian yang diterima antara Hukum Adat
Gandu dengan Hukum Islam

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperluas ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan pembagian
warisan baik menurut hukum Islam dan hukum waris di Dusun Gandu.

2. Dapat'memberikah masukan terhadap masyarakat Gandu dan pihak terkait

tentang hukum waris.

D. Telaah Pustaka
Diskursus tentang Hukum Kewarisan, baik hukum waris Islam
maupun adat sudah banyak dikapas oleh para ahli hukum Islam (Fugaha’) dan
hukum adat. Sebut saja tulisan Dian Khiral Umam, - Figh Mawaris,”,
menjelaskan secara sistematis tentang definisi waris Islam serta bagian-bagian
ahli waris dan penyelesaian—penyelesaién seputar waris. Muhammad Ali as-

sabuni, dalam buku Pembagian Waris Menurut Islam,'! menjelaskan tentang

10 Dian Khairul Umam, Figh Mawaris, cet ke-1 (Bandung; Pustaka setia, 1999)

11 Alj as-Sabuni, Permbagian Waris Menurut Islam, Alih Bahasa: AM. Basalamah, cet.
ke-9 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
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hak waris wanita sebelum Islam dan Asbabun Nuzul ayat-ayat waris Islam.
Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam,'? membahas tentang dasar dan
sumber hukum kewarisan Islam dan asas kewarisan Islam. Hilman
Hadikususma, Hukum Waris Adat”, dalam buku ini membahas definisi
hukum waris adat, asas-asas hukum waris adat, sistem kewarisan yang
digunakan dalam hukum adat serta harta warisan dan ahli waris yang berhak
mendapatkan warisan.

Penelitian Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di
Indonesia Eksistensi don Adaptabilitas,l 4 yang membahas tentang pelaksanaan
hukum kewarisan Islam di Daerah Kotagede Yogyakarta, yang dalam hal ini
sedikit menyangkut tentang penelitian yang akan penulis paparkan, karena
secara kultur masyarakatnya hampir sama dengan masyarakat Gandu yang
notabenenya beragamakan Islam.

Skripsi Junaidi yang berjudul “Penyelesaian Waris Masyarakat
Muslim Indramayu Ditinjau dari Hukum Islam”,”° menulis pada mulanya
praktek penyelesaian perkara waris masyarakat Indramayu sebagian besar
perkara sepenuhnya diserahkan ' kepada Ulama’/Kyai, seiring dengan

perkembangan - zaman - dan meningkatnya pendidikan _dan pengetahuan

12 Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2004)

15 Hilman Hadikususma, Hukum Waris Adat, cet. ke-7 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
2003)

14 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan
Adaptabilitas (Y ogyakarta: Ekonisia, 2005)

1 Junaidi, “Penyelesaian Waris Masyarakat Muslim Indramayu Ditinjau dari Hukum
Islam”, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ ah, TAIN 1997)
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masyarakat Indramayu terhadap hukum waris maka mereka cenderung
memilih penyelesaiannya ke Pengadilan Agama.

Nurrohmah Muharromah yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Praktek Pembagian Warisan Masyarakat Musliam Desa Sido Arum,

Godean, Sleman, Yogykarta”,m

hanya melihat praktek pelaksanaan
pembagian warisan di daerah tersebut yang kemudian dianalisis dari persfektif
Islam.

Skripsi Iman Wahyudi “Tinjauan Hulkum Islam terhadap Praktek
Pembagian Warisan Masyarakat Desa Paciran Kecamatan Paciran,
Kebupaten Lamongan Jawa Timur,”” hanya membahas tentang bagaimana
kalau praktek pembagian itu dilaksanakan sebelum pewaris meninggal yang
kemudian dianalisis dalam persfektif hukum Islam.

Namun setelah mencermati karya-karya tersebut, penyusun tidak
menemukan kajian ilmiah yang secara Kkhusus membahas tentang pelaksanaan
pembagian warisan di Dusun Gandu Desa Berbah Kec. Sendangtirto Kab.
Sleman Yogyakarta. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk membahas
sebagai topik penelitian karya ilmiah yaitu-dalam bentuk skripsi. Semoga
kajian tentang pembagian waris ini diharapkan menjadi kajian yang lebih

spesifik dan bermanfaat.

16 Nurrohmah Muharromah * Tinjauan Hufum Islam Terhadap Praktek Pembagian
Warisan Mayarakat Musliom Desa Sido Arum, Godean, Sleman, Yogyakarta” (Yogyakarta:
Fakultas Syari’ah, 1AIN, 1998)

7 Yman Wahyudi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pembagian Warisan
Masyarakat Desa Paciran Kecamatan Paciran, Kebupaten Lamongan Jawa Timur” (Yogyakarta:
Fakultas Syari’ah, IAIN, 2001)
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F. Kerangka Teoretik

Hubungan hukum adat dengan hukum Istam di Indonesia dalam makna
kontak antara kedua sistem ini telah lama berlangsung dan sangat erat
hubungannya dengan masyarakat. Selain erat sekali juga saling topang
menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar
adalah syara’ itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa adat
dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau cara memakai syara’ itu
dalam masyalrakat.18

Adat yang merupakan kebiasaan (‘urf) dalam pergaulan hidup sehari-
hari yang tercakup dalam istilah muamalah (kemasyarakatan) dapat
dihubungkan dengan hukum Islam. Agar dapat dihubungkan dengan hukum
Islam ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni sebagai berikut:"

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh
pendapat umat.

2 Sudah berulang-ulang kali terjadi dan telah berlaku untuk umum dalam
masyarakat yang bersangkutan.

3. Telah ada waktu transaksi dilakukan.

4. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak.

5. Tidak bertentangan dengan syari’at Islam.

Hukum Islam di sini termasuk juga hukum kewarisan. Hukum

Kewarisan pada dasarnya berlaku juga untuk seluruh umat Islam di mana saja

18 \fuhammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, cet. ke-3, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), him. 201.

1 1pid., hlm. 208
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di dunia ini. Namun sejak dahulu sudah disadari bahwa di Indonesia masih
banyak dari kalangan umat [slam yang masih menunjukkan sifat mendua, pada
salah satu pihak ia menyatakan sebagai penganut agama Islam dan di pihak
lain masih belum melaksanakan agama secard menyeluruh. Padahal secara
jelaskan diterangkan dalam al-Qur’an pelaksanaan pembagian warisan wajib

menggunakan ketentuan al-Qur’an dan hadis, sebagimana firmanNya:
Lgsb ool LU L2 o (5 2 Sl oy gy 9 B sy o g B g0 A
\_@.“JU.S\:- UU als g 0> g A=y g c\}jﬂu) 9 4:&\\ AR A Y {\Y’} c,,.hx}\ JjB 2Us 3
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Hadis Rasulullah SAW juga menegaskan dalam pembagian warisan

agar merujuk kepada kitab Allah yaitu al-Qur’an

£
-
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Namun demikian pembagian warisan yang telah ditentukan dalam al-
Quran boleh tidak diterapkan selama pembagiannya dilaksanakan dengan
jalan musyawarah, Alasan ini berdasarkan kepada pemahaman tentang sifat-
sifat hukuﬁ terSebut, Hukum ada yang bersifat memaksa dan mengatur.
Dalam pembagian waris int, termasuk hukum yang sifatnya mengatur.
Disebut hukum yang mengatur yaitu teks hukum yang ada dapat
dikesampingkan (tidak dilaksanakan) seandainya para pihak berkeinginan lain

(sesuai kesepakatan atau musyawarah di antara mereka), dan kalaupun tidak

2 An-Nis@’ (4) : 13-14

2L Aby Dawud, Sunan Abi Dawud, Bab Faraid, (Beirut: Darul Fikri, 1986), Il 122,
Hadis diriwayatkan dari Ibnu *Abbas.
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dilaksanakan ketentuan hukum yang ada perbuatan tersebut tidak
dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, karena sifatnya mengatur.

Selain itu juga apabila dilihat persfektif kaidah fighiyah yang
menjelaskan bahwa al-‘adah muhakkamah® (adat dapat dijadikan sumber
penerapan hukum), atau dengan melihat teori Magagid as-Syari’ah® (maksud
dan tujuan disyariatkannya hukum Islam), serta suatu hukum itu juga dapat
berubah disebabkan karena perubahan waktu, tempat dan situasi.

Masyarakat Gandu dalam pelaksanaan pembagian warisan lebih
banyak menerapkan hukum waris adat dari pada hukum waris Islam, karena
dalam pelaksanaan pembagian warisan mereka cenderung membagi dengan
cara musyawarah dan lebih mengutamakan perdamaian. Begitu juga dengan
asas-asas hukum warisnya yang lebih mengutamakan asas kerelaan, walaupun

dalam pembagian nanti masing-masing ahli waris mendapat bagian yang

‘ tidak rata.

Selain membagi harta warisan dengan cara musyawarah, masyarakat
Gandu tidak ingin dalam pembagian warisan menjadi rumit karena
menggunakan sistem matematis, yang mereka inginkan membaginya secara
simpel, sederhana - cepal dan mudah - serta tidak menimbulkan masalah
dikemudian hari. Mereka tidak menggunakan angka-angka fardid seperti yang
telah diatur dalam hukum waris Islam meskipun mereka menyadari bahwa

hukum Islam sudah mengatur sedemikian rupa.

29

2 Asjmuni A Rahman, Kaidah-kaidah Ushul Figh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), him.

2 paturahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,

1997), hlm. 73
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Dalam salah satu firman Allah yang disebutkan, bahwa untuk
menyelesaikan urusan keduniaan, dianjurkan untuk bermusyawarah sabagai
jalan keluar yang terbaik. Apabila suatu perkara diputuskan dengan jalan
musyawarah, niscaya akan tercapai suatu kesepakatan yang menjamin hak

semua pihak dan akan menghasilkan keputusan yang terbaik.

24oj1@r,a\;3bujwLg)jgrﬁffjay@ssy\sij IESAPREXRURIREN
Islam sangat memperhatikan kebutuhan dan keharmonisan diantara
umat manusia. Islam tidak menghendaki adanya perselisihan dan permusuhan

dalam keluarga, sebagaimana firma Allah SWT:
o s el (=573 (SUe B dani 1y S35 18,8 Y L RN W JOUPEIy

ZSLPV,S;@‘\;JLJ;J;JA};M&Msjusfgwwhrﬁjb

Dalam melakukan musyawarah untuk menentukan masing-masing
bagian ahli waris yang didasari rasa saling rela dan ikhlas, masalah keutuhan
dan kerukunan keluarga merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh
karena itu masyarakat di Dusun Gandu dalam melaksanakan pembagian
warisan seperti itul Sebab bagaiamanapun juga kerukunan-dan keharmonisan

keluarga lebih utama.

. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah

sebagai berikut:

% Asy-Syira (42) : 38

25 Ali-Imran (3) : 103
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1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research),
dimana yang menjadi objek utama penelitian ini adalah mengenai
pelaksanaan pembagian warisan di Dususn Gandu, Desa Sendangtirto,
Berbah, Sleman (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat komparatif, yaltu penyusun berusaha
mendeskripsikan pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum waris
Islam dan hukum waris adat di Dusun Gandu kemudian dianalisis dan
dikomparasikan dengan pandangan kedua hukum tersebut.

3. Penentuan Populasi dan Sampel

Dalam hal ini yang diambil penyusun dalam penelitian lapangan
ini populasinya adalah masyarakat Dusun Gandu, khususnya mereka yang
mengalami peristiwa pembagian warisan. Dari populasi tersebut hanya
diambil sebagian saja sebagai responden.

Teknik sampling yang digunakan rnon random (non probability
sampling), yaitu tidak semua individu dijadikan: sebagai sample dalam
penelitian, melainkan hanya individu-individu tertentu saja yang dijadikan
sample dalam penelitian. Dalam hal ini dengan pertimbangan
a. Pemahaman terhadap adat yang ada
b. Segi pemahaman agama

¢. Strata atau jenjang pendidikan
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4. Pendekatan Masalah
Pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah adalah

a. Normatif-syar’i, dimana dalam meneliti masalah pembagian waris
yang diangkat dalam skripsi ini berdasarkan nag-nag al-Qur’an, hadis,
hasil-hasil ijtihad para Ulama’ yang tertentu berkompeten tentang
masalah waris.

b. Antropologi, dimana pendekatan ini memperhatikan adat dan budaya
masyarakat dan teori kemasyarakatan yang berlaku di wilayah
penelitian tentang pelaksanaan pembagian warisan.

5. Tehnik Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah seputar tentang
bagaimana pelaksanaan pembagian warisan di Dusun Gandu dan
bagaimanakah persamaan dan perbedaan antara hukum waris Islam dan

Adat. Tehnik pengumpulan data tersebut dengan cara:

a. Interview (wawancara), yaitu dengan cara mengajukan beberapa
pertanyaan secara langsung (lisan) kepada pihak-pihak yang
mendukung tercapainya [tujuan penelitian ini: Dalam hal ini adalah
pihak-pihak yang berada di wilayah Dusun Gandu yang terdiri dari
pewaris, ahli waris, Kepala Dusun Gandu dan tokoh agama.

b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data dari Kantor Kepala
Desa, Padukuhan yang berfungsi sebagai data primer sejauh data

tersebut ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti
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6. Analisis Data

a. Deduktif yaitu penalaran yang berawal dari penjelasan waris yang
bersifat umum, kemudian penjelasan tersebut akan ditelusuri sehingga
menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat khsusus.

b. Komparatif yaitu menganalisa data-data yang ada dengan cara
membandingkan antara data yang satu dengan data yang fainnya untuk
sampai pada satu titik kesimpulan. Disini dimaksudkan untuk
mengetahui persamaan dan perbedaan pembagian warisan dari kedua

hukum tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka
perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing
bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar
belakang masalah yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah,
dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, kerangka teoretik
sebagai alur, pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang
mendukung data yang telah ada dan dilanjutkan dengan metode penelitian
serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang pengertian waris secara umum
dimana pada bab ini merupakan bahan untuk menganalisa pada bab keempat.

Pembahasan pada bab kedua ini meliputi: pengertian tentang hukum
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kewarisan, asas-asas kewarisan yang berlaku, pewaris, ahli waris, harta
warisan dan kapan pelaksanaan pembagian warisan dalam hukum Islam dan
hukum adat.

Bab ketiga, menguraikan tentang pelaksanaan pembagian waris di
Dusun Gandu, Desa Sendangtirto, Kec. Berbah, Kab. Sleman Yogyakarta.
Yang masuk dalam pembahasan ini adalah: sekilas tentang dusun Gandu.
Sistem kewarisan masyarakat Gandu, asas-asas kewarisan yang berlaku,
pewaris, ahli waris yang menerima warisan, harta warisan dan kapan
pelaksanaan pembagian warisan. Kajian ini diletakkan dalam bab ketiga,
sebagai pembahasan inti dan tentunya sebagai bahan analisis dalam bab
keempat nanti.

Bab keempat, merupakan isi dan pembahasan. Pada bab ini penyusun
mencoba menganalisa perbandingan secara menyeluruh tentang  sistem
kewarisan, siapa pewaris dan yang berhak menerima warisan, harta warisan
serta proses pembagian warisan. Dengan hasil analisis tersebut penyusun
dapat mengetahui tentang persamaan dan perbedaan hukum waris di Dusun
Gandu dengan hukum watis Islam.

Bab kelima, adalah_penutup. Dalam hal ini penyusun mengambil suatu
kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab

sebelumnya dan kemudian memberikan saran-saran.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan awal sampai akhir skripsi ini, penyusun dapat mengambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Gandu lebih banyak
menerapkan kewarisan adat dibandingkan dengan hukum kewarisan Islam
walaupun ada sebagian yang diterapkan akan tetapi tidak mempengaruhi
pelaksanaan pembagian warisannya. Adapun Kapan pelaksanaan pembagian
warisan, siapa pewaris dan ahli waris serta berapa bagiannya, adalah sebagai
berikut:

a. pelaksanaan pembagian warisan di masyarakat Gandu dilaksanakan
sebelum pewaris meninggal dunia.

b. Seorang pewaris tidak hanya orang tua saja, akan tetapi anak (laki-
laki/perempuan). dapat menjadi pewatis apabila telah meninggal dunia
lebih dahuly dan'meninggalkan harta serta belum berkeluarga.

c. Ahli waris pada masyarakat Gandu adalah anak-anak keturunan, karena
anak adalah ahli waris pertama dan utama. Apabila tidak ada anak barulah
diberikan kepada ahli waris pengganti yaitu suami/istri, saudara kandung

dan orang tua (ayah/ibu).

101
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d. Mengenai bagian masing-masing ahli waris tergantung dari hasil
musyawarah, Karena dalam musyawarah inilah yang benar-benar
menentukan untuk bagian-bagian masing ahli waris.

2. Untuk persamaan dan perbedaan pembagian warisan antara hukum Islam
dengan adat Gandu adalah sebagai berikut:

a. Persamaan pembagian warisan antara hukum waris Islam dan adat Gandu.

Persamaan pembagian warisan antara hukum Islam dan adat

Gandu hanya terletak pada penerimaan harta warisan terhadap ahli waris,

karena ahli waris berhak menerima harta warisan dari kedua belah pihak

orang tua baik dari ayah maupun ibu, setiap ahli waris dapat memiliki dan
menguasai harta warisan yang telah diterima secara pribadi.

b. Perbedaan pembagian warisan antara hukum waris Islam dan adat Gandu.

Adapun perbedaan pembagian warisan antara hukum waris Islam
dan adat Gandu antara lain:

1). Pelaksanaan pembagian warisan adat Gandu dilaksanakan sebelum
pewaris meninggal dunia sedangkan dalam hukum Islam dilaksanakan
setelah pewaris meninggal.

2). Biasanya yang menjadi pewaris dalam adat Gandu adalah orang tua
(bapak/ibu), akan tetapi anak (laki-laki/perempuan) dapat menjadi
pewaris untuk orang tuanya apabila telah meninggal terlebih dahulu

dan meninggalkan harta serta belum berkeluarga. Sedangkan dalam
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hukum Islam yang menjadi pewaris adalah bapak/ibu, kakek/nenek,
anak (laki-laki/perempuan) bahkan cucu (laki-laki/perempuan).

3). Ahli waris dalam adat Gandu adalah anak-anak keturunan, karena
anak adalah ahli waris pertama dan utama. Apabila tidak ada anak
barulah diberikan kepada ahli waris pengganti yaitu suami/istri,
saudara kandung dan orang tua (ayal/ibu). Sedangkan hukum Islam
anak, suami, istri, saudara kandung dan orang tua dapat bersama-sama
menjadi ahli waris tergantung dengan hijab dan mahjubnya.

4). Bagian masing-masing ahli waris tergantung dari hasil musyawarah.
Karena dalam musyawarah inilah yang benar-benar menentukan untuk
bagian-bagian masing ahli waris. Sedangkan dalam hukum Islam
bagian masing-masing ahli waris telah termaktub dalam al-Qur’an
dengan angka yang pasti yaitu V2 74 ; 1/8 ; 1/3 ; 2/3 dan 1/6.

B. Saran-saran
Sebagai kata akhir dalam penulisan skripsi ini penyusun menyampaikan
beberapa saran. kepada pihak yang berkompeten dalam bidang atau masalah
(kewarisan) ini. Adapun saran-saran yang hendak penyusun sampaikan adalah
sebagai berikut:
1. Kesadaran umat Islam di Dusun Gandu untuk menjalankan syari’at Islam
sudah baik dalam ibadah pokok, akan tetapi tidak hanya ibadah pokok saja

yang dijalankan melainkan juga amalan-amalan lain baik yang berhubungan
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dengan muamalah termasuk juga yang berhubungan dengan hukum waris
Islam.

2. Kepada tokoh agama dan alim ulama’ khususnya pada masyarakat Gandu,
agar memberikan pemahaman tentang hukum kewarisan Islam baik dalam
majlis ta’lim maupun pengajian, schingga masyarakat Gandu dapat
mengetahuinya.

3. Dalam pembagian harta warisan hendakiah orang tua membagi dengan arif
dan bijaksana kepada anak-anaknya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan dikemudian hari.

4. Diharapkan kepada masyarakat Dusun Gandu untuk tetap menjaga keutuhan
prinsip musyawarah dalam pelaksanaan pembagian warisan.

Demikian saran-saran dari penyusun, semoga menj adi bahan refleksi bersama

schingga akhirnya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin yaa rabbal alamin.
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